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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, 

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id 

Nomor :  692/DJA/OT1.6/III/2025   Jakarta, 17 Maret 2025 
Sifat :  Penting dan Segera 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal : Penyampaian Petunjuk Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) di lingkungan Peradilan Agama Tahun 
2025 

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia; 

2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona 

Integritas 2023 (sebagaimana dalam lampiran), bersama ini disampaikan bahwa 

pembangunan zona integritas di satuan kerja masing-masing harus tetap dilaksanakan 

dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, disampaikan 

kembali kepada Saudara, agar melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan mempedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 292/SEK/OT.01.1/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 Perihal

Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 serta  hal-hal serta petunjuk teknis

yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan terkait pembangunan zona

integritas di atas.

2. Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritasnya dan Tim

Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja di bawahnya untuk melaksanakan

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dengan langkah-

langkah:

http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/
mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id
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a. Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Lampiran Data Dukung melalui aplikasi

PMPZI Mahkamah Agung (link : https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/) paling

lambat tanggal 27 Maret 2025.

b. Menyiapkan Video Profil Unit Kerja berdurasi 10 s.d. 15 menit, dengan konten

berisikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses

pencanangan sampai dengan saat ini. Video tersebut diunggah pada website resmi

unit kerja dan kanal youtube / media social unit kerja maupun pada media elektronik

dan media informasi lainnya.

c. Melaksanakan pekan survei di setiap satuan kerja untuk memperolah nilai hasil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang

Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 (sebagaimana dalam lampiran).

Pekan survei dimaksud, dilaksanakan tanggal 8 April s.d. 25 April 2025, dan

menggunakan aplikasi  yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama yaitu pada link survei : https://survei.badilag.net/, di mana link survei

dimaksud dapat disampaikan kepada responden untuk diisi.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

(IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada pekan survei Tahun 2025

satuan kerja akan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan satuan kerja

dimaksud untuk dapat/tidaknya diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi

(WBK).

e. Selanjutnya, kami menegaskan kembali, bahwa pelaksanaan survei pelayanan

dimaksud, harus dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan

tahunan) sebagai landasan pengambilan kebijakan perbaikan terus-menerus

satuan kerja masing-masing dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat serta dipublikasikan melalui website pengadilan maupun media

publikasi lainnya.

3. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh melakukan penilaian mandiri

pembangunan zona integritas secara berjenjang. Yaitu menilai satuan kerjanya dan

satuan kerja di bawahnya, dan menentukan satuan kerja yang layak untuk diusulkan

https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/
https://survei.badilag.net/
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meraih predikat WBK/WBBM sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 

kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.  

4. Bahwa penetapan jumlah kuota pengusulan WBK pada tahun 2025 di lingkungan

Peradilan Agama sebanyak 44 (empat puluh empat) satuan kerja, oleh karena itu

untuk menjamin kualitas penilaian dalam pengusulan Zona Integritas tahun 2025,

Pengadilan Tingkat Banding lebih selektif dalam mengusulkan satuan kerja dengan

maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah total pengadilan Tingkat pertama di

wilayah hukum pengadilan tingkat banding tersebut dengan mempertimbangkan hasil

penilaian pendahuluan PMPZI.

5. Unit kerja pada tahun lalu dan dan tahun sebelumnya (2 tahun berturut-turut) yang

telah diusulkan untuk mendapatkan evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh TPN

atau TPI secara mandiri namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak

dapat diusulkan sementara waktu (periode satu tahun ke depan) dan baru bisa

diusulkan kembali di tahun tahun berikutnya (bila mememnuhi persyaratan pengusulan

dan lolos evaluasi secara berjenjang).

6. Hasil penilaian Tingkat Pertama oleh Tingkat Banding disampaikan kepada Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama cq Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama dengan subjek : Usulan Satuan Kerja Zona Integritas melalui Alamat email

rbbadilag@gmail.com paling lambat tanggal 17 April 2025.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Agama 

H. Muchlis

Tembusan :  

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
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